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Mewujudkan 


Indonesia 
Bebas dari Korupsi 


Kualitas TPK-makin sistematis & merasuki 
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga 
membawa bencana terhadap kehidupan 
perekonomian nasional & pada kehidupan 
berbangsa dan bernegara pada umumnya 


Terjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak- 
hak ekonomi masyarakat 


Lembaga Pemerintah yang menangani pe 
tindak pidana korupsi belum berfungsi secara 
efektif dan efisien dalam memberantas tinda 
pidana korupsi 


TPK adalah Kejahatan luar biasa 
Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional 
selama ini terbukti mengalami bbg hambatan sehingga perlu 
metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 
pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, 
independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya 
pemberantasan TPK, yang pelaksanaanya dilakukan secara 
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Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
lembaga yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari “kekuasaan 
manapun” : Kekuatan yang dapat 
memperngaruhi tugas dan wewenang 


KPK atau anggota Komisi secara 
individual dari pihak eksekutif, 
yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain 
yang terkait dengan perkara tindak 
pidana korupsi, atau keadaan dan 
situasi ataupun dengan alasan apapun 
(Pasal 3 beserta penjelasannya) 


korupsi yang sedang 


KEWENANGAN 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 


I. Meminta bantuan Kepolisian atau 
instansi lain yang terkait untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan dalam perkara tindak pidana 


korupsi yang sedang ditangani 


PENINDAKAN 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 


Deputi 
Penindakan 


2 2 an 
Heal Sak 


unit Pelacakz 

aset, 
Pengelolaan 
Barang Bukti 
dan Eksekus 


PENINDAKAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI 
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Diterima dan 
diperiksa 
Barang Bukti 


Pendataan 
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|. DATABASE legalitas Barang 
| BARANG BUKTI ea eat 
| Bukti 


RUANG 
PENYIMPANAN 
BARANG BUKII 


PENYIMPANAN 
BARANG BUKII 


RUBASAN 


INSTANSI 
TERKAIT 
LAINNYA 


PEMELIHARAAN 
BARANG BUKII 


Mengontrol BB 
secara periodik 


Laporan 
Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
BB 


BARANG BUKTI YANG BERUPA 


mm 
Dokumen & 
Lo 55 
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1999 jo. UU NO. 20 TAHUN 2001 YANG 
BE JELASKA 
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Pasal 10 
huruf a 


Pasal 12 
huruf c 
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huruf d 
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Pasal 12 
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huruf f 


Pasal 12 
huruf g 


Pasal 12 
huruf h 


1999 jo. UU NO. 20 TAHUN 2001 YANG 
BE JELASKA 


Pasal 12 
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7 BENTUK JENIK TPK 


Pasal 6 
ayat (2) 


Pasal 12 
huruf a 
dan b 


Pasal 12 
huruf c 
Pasal 12 
huruf d 


?. Suap 
fenyuap 


7 BENTUK,/JENIK TPK 


7 BENTUK/JENIK TPK 
Pemorasg 


7 BENTUK,/JENIK TPK 
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Pegawai Negeri Merusakkan Bukti 
adalah KORUPSI 


Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP 
yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan Pasal 
10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak 


pidana korupsi, yang kemudian 
dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 


Pegawai Negeri Membiarkan Orang lain 
Merusakkan Bukti adalah KORUPSI 


Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 
KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat 
(D0) huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan 


Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 
sebagai tindak pidana korupsi, yang 
kemudian dirumuskan ulang pada UU 


Pegawai Negeri Membantu Orang lain 
Merusakkan Bukti adalah KORUPSI 


umusan Pasal 10 huruf c UU No. 20 Ilahun 
"2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang 
dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 
30 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 
1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 
kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 


Pegawai Negeri Memalsukan Buku 
untuk Pemeriksaan Administrasi Adalah 
KORUPSI 


2001 berasal dari Pasal 416 KUHP 
yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf c UU No. 30 Tahun 1971, dan 
Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 


sebagai tindak pidana korupsi, yang 
kemudian dirumuskan ulang pada UU 
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